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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia 
merupakan Negara hukum dan menganut sistem demokrasi pancasila. Namun, implementasi 
prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya belum banyak dapat diterapkan dikalangan 
masyarakat. Hak untuk hidup damai yang termasuk salahsatu bagian dari Hak Asasi Manusia 
masih sering tidak dapat dirasakan oleh kalangan tertentu akibat adanya sikap rasisme seseorang 
terhadap orang lain yang berbeda etnis, meskipun sudah ada peraturan yang menghapuskan 
adanya diskriminasi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 
40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan Negara hukum 
dan demokrasi. Seperti yang dapat ditemui 
dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang 
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara 
demokrasi konstitusional dan negara hukum. 
Sehingga, sesungguhnya prinsip-prinsip 
yang terkandung dalam UUD 1945 
sebenarnya telah cukup kuat untuk 
menegakkan negara demokrasi dimana 
mekanisme mayoritas dan minoritas dalam 
pengambilan keputusan dilaksanakan seiring 
dengan penghargaan pada prinsip 
penghargaan Hak Asasi Manusia 
(selanjutnya disebut “HAM”). 
Demokrasi ialah suatu mekanisme 
sistem pemerintahan dari suatu Negara, 
dimana upaya tersebut bertujuan untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat atas suatu 
Negara untuk dijalankan oleh pemerintah 
dari Negara tersebut. 
HAM dan demokrasi juga memiliki 
hubungan yang sangat erat. HAM tidak 
mungkin dapat eksis dalam suatu Negara 
yang bersifat totaliter (tidak demokratis), hal 
ini berarti Negara juga belum dapat 
dikatakan sebagai Negara yang demokratis 
apabila tidak menghormati dan melindungi 
HAM (Susani Triwahyuningsih, 2018).  
Seperti yang diketahui, Negara 
Republik Indonesia merupakan Negara yang 
menjunjung tinggi demokrasi, hal ini dapat 
dilihat dari cara masyarakat Indonesia dalam 
memilih pemimpin Negara, dengan cara 
melakukan pemungutan suara, hal tersebut 
telah menunjukkan bahwa masyarakat 
